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[Jenis-jenis penghasilan tertentu yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1984 telah berubah. Semula
hanya penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, kemudian menjadi empat macam jenis
penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh 1994. K eberadaan PPh final, sebagai tindak
lanjut atas perubahan tersebut, dalam perkembangannya telah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib
pajak maupun bagi fiskus. Namun, pengertian kesederhanaan hanya berkaitan dengan kesederhanaan dalam
sistem dan prosedur pembayaran atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (witholding). Sedangkan
kesederhanaan dalam arti undang-undang tidak demikian adanya.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Pajak Penghasilan, Direktur Peraturan Perpajakan, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, dan Wajib Pajak serta penelitian pada praktik yang
sesungguhnya, dari segi asas keadilan (equality), PPh final ini sangat tidak adil karena keadilan
mensyaratkan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dikenakan pajak
yang sama dan terhadap Wajib Pajak yang berbeda kemampuan ekonomisnya dikenakan pajak yang berbeda
setara dengan perbedaan tersebut. Akan tetapi, sebagal upaya untuk mengurangi rasa ketidakadilan,
peraturan pemerintah telah memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk tetap memilih menggunakan tarif
umum PPh (tarif Pasal 17 UU PPh) jikawajib pagjak tidak menggunakan kemudahan yang diatur dalam
peraturan pemerintah.
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Kemudahan PPh final bagi wajib pajak adalah wajib pajak tidak perlu menggabungkan penghasilan yang
telah dikenakan PPh final dengan penghasilan lainnnya, dan juga wajib pajak tidak perlu menghitung berapa
keuntungan yang diperolehnya. Akan tetapi, wajib pajak tetap mempunyai kewajiban melaporkannya dalam
SPT Tahunan. Sedangkan bagi fiskus, kemudahan ini wujud dalam pelaksanaan dan pengawasannya.
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